BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pasal
71 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021
tentang pelayanan publik pada PERUMDA Tirta Hidayah Kota
Bengkulu serta analisis dalam perspektif Siyasah Idariyah, dapat
disimpulkan bahwa implementasi Pasal 71 telah dilaksanakan
melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi aspek
pemahaman  kebijakan, pelaksanaan pelayanan, standarisasi
pelayanan, sistem pelayanan dan digitalisasi, respons masyarakat,
serta penanganan  berbagai kendala  pelayanan. Secara
administratif, implementasi telah berjalan dengan menerapkan
Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelayanan,
namun secara substantif belum sepenuhnya optimal karena
masih terdapat Kkendala berupa Kketerbatasan sumber daya
manusia, kondisi infrastruktur yang belum memadai, sistem
digital yang belum terintegrasi secara menyeluruh, serta
keterlambatan dalam penanganan gangguan pelayanan. Ditinjau
dari perspektif Siyasah Idariyah, pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu
telah mencerminkan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan
Islam, yaitu keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), amanah
dan tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi, serta
efektivitas dan profesionalisme. Prinsip-prinsip tersebut tercermin
melalui penerapan SOP, mekanisme pelayanan yang jelas, serta

upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan air bersih.
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Namun demikian, implementasinya masih memerlukan
peningkatan, terutama dalam aspek efektivitas pelayanan,
penguatan sistem administrasi dan digitalisasi, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan sarana dan
prasarana agar pelayanan publik yang diselenggarakan mampu
memberikan kemaslahatan, keadilan, akuntabilitas, dan
profesionalisme secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip

Siyasah Idariyah.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah
diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai
berikut:
1. Bagi Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu

a. Perlu meningkatkan pemahaman pegawai tidak hanya
pada aspek prosedural (SOP), tetapi juga pada orientasi
pelayanan yang substantif seperti kecepatan, efektivitas,
dan kepuasan masyarakat.

b. Perlu melakukan peningkatan kualitas sumber daya
manusia melalui pelatihan berkala agar pegawai lebih
responsif dan profesional dalam menghadapi dinamika
pelayanan di lapangan.

c. Perlu mempercepat integrasi sistem digital secara
menyeluruh agar pelayanan tidak lagi bergantung pada
sistem manual yang memperlambat proses pelayanan.

d. Perlu meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan air
untuk mengurangi gangguan teknis yang sering terjadi

dan menghambat pelayanan kepada masyarakat.
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e. Perlu memperkuat sistem penanganan pengaduan

masyarakat agar lebih cepat, terukur, dan tepat waktu.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

a. Diharapkan dapat memberikan dukungan berupa
kebijakan dan anggaran yang lebih memadai untuk
peningkatan  infrastruktur dan sistem pelayanan
perumda tirta hidayah.

b. Perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara
berkala terhadap implementasi Pasal 71 agar
pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan pelayanan
publik yang berkualitas.

3. Bagi Masyarakat

a. Masyarakat diharapkan dapat terus berpartisipasi aktif
dalam memberikan kritik, saran, dan pengaduan
sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelayanan
publik.

b. Masyarakat juga diharapkan memahami prosedur
pelayanan yang berlaku agar proses pelayanan dapat
berjalan lebih tertib dan efektif.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Disarankan untuk mengembangkan penelitian lebih
lanjut dengan fokus pada efektivitas digitalisasi
pelayanan publik atau analisis kepuasan masyarakat
secara  kuantitatif = agar hasil  penelitian lebih

komprehensif.
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